
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Republik Indonesia

Indonesia Nomor 4168)1

a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, maka perlu diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati;

b. bahwa Analisis Dampak Lalulintas adalah sebagai
I

salah satu persyaratan terbitriya Izim Mendirikan

Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

BUPATIBOMBANA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
!

Mengingat

Menimbang

i
PEDOMANPENYELENGGARAANANALISISDAMPAKLALULINTAS

!

TENTANG

PERATURANBUPATIBOMBANA

NOMOR as TAHUN2021

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAV1ESI TENGGARA

..



3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten

Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4339);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

Jalan {LembaranNegara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor4444);
5. Undang-UndangNomor22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {LembaranNegara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesia Nomor6573);/
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006

tentang Jalan (LembaranNegaraRepublik Indonesia

Tahun 2006 Nomor86, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011

tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak

Serta ManajemenKebutuhan Lalu Lintas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5221);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017

tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia 6122);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesia 6642);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara

RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor157);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun

2021 tentang PenyelenggaraanAnalisisDampak Lalu

Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor528);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran,
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1. Daerah adalah adalah Kabupaten Bombana.,

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bombana.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bombana.
I

4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan

sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan
I

lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan

~gkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan,
I
serta pengelolaannya.
f

5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu
I
Iintas jalan.
!

6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang
I
lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi
I
I

marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat
I
pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan
I

dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
I

7. Analisis Dampak Lalu lintas adalah serangkaian kegiatan
!
kajian mengenai Dampak Lalu Lintas dan pembangunan
Ipusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yangl

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
i

Pasall

KETENTUANUMUM

BABI

;

I
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

I
PENYELENGGARAANANALISISDAMPAKLALU LINTAS.

I
I

MEMUTUSKAN:

Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor3);
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Bombana;
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iatau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik

oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan,
i
permukiman, dan infrastruktur.
I

14.iPerizinanBerusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
ipelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha
I

dari/atau kegiatannya.
!

15.Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah
I

lmemenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan
jkualifikasidi bidangnya.
i

16.iTerminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum
i
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan
I
Ikeberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
[dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan./
!

kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum

sah sebagai pemilik yang akan membangun atau
I
imengembangkan pusat kegiatan. permukiman, dan
I
infrastruktur

12.[l'imEvaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi
i

dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang
disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
I

13.~angkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah
jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari
i

i

~aSilnya dituangkan dalam ·bentuk dokumen hasil Analisis
i
Dampak Lalu Lintas.
I
I

8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri
I

ktas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
I

9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang

~igerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
i
kendaraan yang berjalan di atas reI.
i

10.JJalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan

belengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi
I
lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah,
biatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah
!
dan/ atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan reI

kan kabel.
!

11.Pengernbangatau pembangun adalah orang, badan hukum,
i
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Pasal4i
!
i

(1)IPusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

1(1) berupa bangunan untuk:
!
la. kegiatan perdagangan;
lb.kegiatan perkantoran;
iIC. kegiatan industrl;
I
[d.kegiatan pariwisata;

Ie.fasilitas pendidikan;
i

If. fasilitas pelayanan umum; dan/ atau

Ig. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan

I danIatau tarikan laluIintasl

(1) :Setiaprencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman,,
i
;dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan
I
ikeamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran la1u

lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak
lalu lintas.

(2) IDokumen analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan

Idokumenanalisis mengenai dampak lingkungan hidup atau

.upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
I

!pemantauan lingkungan hidup.
t

Pasal3

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BABII

Darnpak Lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat
I
!

kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan
i

menimbulkan gangguan keamanan, kesehatan, ketertiban dan
I

kelancaran la1uIintas dan angkutan jalan.
I

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengetahui
,

Pasa12

17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
I

~emerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas
!
dan angkutan jalan.
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(1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis

dampak lalu lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan!

Pasal6

Habil analisis dampak lalu lintas yang terintegrasi dengan

an1isis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya

pedgelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan
I
i

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dilksanakan dalam rangka memenuhi perizinan berusaha
dalkm kegiatan pendirian bangunan.

I

I

'f. tempat penyimpanan kendaraan;
!

Ig.fasilitas parkir untuk umum; dan/ atau
!

Ih.infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan

dan/ atau tarikan lalu lintas.
I

(4) iPusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib
[dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana
idimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan

Idalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan lalu lintas
,
iyangditimbulkan sebagai berikut:

ia. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang tinggi;

ib. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang sedang; dan

,C. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang rendah;
I

I Pasal5
I

I
(2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

i
berupa:
Ia. perumahan dan permukiman;
I
b. rumah susun dan apartemen; dan/ atau

b. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan

I dan/ atau tarikan lalu lintas.
(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1)

!
berupa:

~. akses ke dan dari jalan tol;
I
b. pelabuhan;
Ic. bandar udara;
I
i

.. Id.terminal;
,e. stasiun kereta api;
!
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sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk

menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak

lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki

sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu

lintas; atau

:e.untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang
!

rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:

1.memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu

lintas yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan

2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan reneana

pembangunan atau pengembangan yang akan
dilaksanakan.

(3) !Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud

Ipada ayat (2) merupakan bagian dokumen analisis dampak
I
!lalu lintas yang terintegrasi dengan dokumen analisis
I

Imengenai dampak lingkungan hidup atau upaya
i
[pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan

l
ilingkunganhidup.

(4) Sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas
I

Isebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

Iditerbitkan oleh MenterL(

yang

pengembang atau pembangun diwajibkan untuk

menyampaikan dokumen analisis dampak lalu lintas

yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat

i,

I
I kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas;
I
lb.untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas
!
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I
[

lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)
I
untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau
I
ipembangun.
I

(2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada
i
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Ia. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang tinggi,



C·,
e. rencana pemantauan dan evaluasi; danl

a. perencanaan dan metodologianalisis dampak lalu lintas;
b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;

c. analisis bangkitanJtarikan lalu lintas dan angkutan jalan

akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis

transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang
ditetapkan secara nasional;

d. analisis distribusi perjalanan;

e. analisis pemilihan moda;

f. analisis pembebanan perjalanan;
g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap

analisis dampak lalu lintas;
h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan

dampak lalu lintas;

1. rmcian tanggungjawab Pemerintah Daerah dan

pengembang atau pembangun dalam penanganan

dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf h;

rencana pemantauan dan evaluasi; dan

k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau

dikembangkan.

(2) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b
paling sedikit memuat:

a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;

b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap

analisis dampak lalu lintas;

c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan

dampak lalu lintas;

d. rincian tanggungjawab Pemerintah Daerah dan
pengembang atau pembangun dalam penanganan

dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf

memuat:

Pasa17

..9-

(1}Dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a paling sedikit



yang
bidangpemerintahan di

Perangkat Daerahdan

yangDaerahPerangkatpada

I
(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud

I
dalam Pasal 8, pengembang atau .pembangun harus
i

menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas sesuai
i
I

dengan skala dampak bangkitan lalu lintas kegiatan yang
I
ditimbulkan kepada bupati sesuai kewenangannya.
!

(2}Penyampaian hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana
I
dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui sistem elektronik

yang terintegrasi dengan perizinan berusaha lingkungan
Aidup.
I

(3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
I
I

dilaksanakan
I
menyelenggarakan urusan
I
i

lingkungan hidup
I .
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
I
toordi~asi lenanaman modal melalui pelayanan terpadu
satu pintu,

Pasal9

Hakil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam
I

Pa$al 6 ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Bupati,,
I

untuk jalan kabupaten danj atau jalan desa.

Pasal8

a; dan

i c. rencana pemantauan dan evaluasi.

I
!

I
i

If gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau

I!

I .
dikembangkan.

(3)IPemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas

I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c

Iangka 1meliputi:
iIa. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan
!: dampak lalu lintas;

I b. rincian tanggungjawab Pemerintah Daerah dan
I
I pengembang atau pembangun dalam penanganan

I dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf
!
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membuat surat pemyataan kesanggupan melaksanakan

femua kewajiban analisis dampak lalu lintaS{

I
(l} Dalam hal hasil analisis dampak lalu lintas telah memenuhi

I
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati
I •memmta kepada pengembang atau pembangun untuk
I

Pasal12

Tim IEvaluasi penilai analisis dampak lalu lintas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

a. melakukan penilaian terhadap hasil ana1isis dampak la1u
I

lintas yang berupa dokumen analisis dampak lalu lintas
!

untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas
I

yang tinggi; dan
I

b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil
I

analisis dampak lalu lintas.

I

Pasal11

dampak bangkitan lalu lintas yang tinggi, maka persetujuan
I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan setelah
!
mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai
!
analisis dampak lalu lintas.
I

(2) 'Ilimevaluasi penilai analisis dampak lalu lintas sebagaimana
!
dimaksud pada ayat (1)dibentuk oleh Bupati.

i
(3) Tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas sebagaimana

!
dimaksud pada ayat (1) merupakan un sur pembina sarana

dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan , yang

berjumlah sebanyak 3 (tiga)orang.
!

(l) Daiamhal hasil analisis dampak lalu lintas berupa dokumen
!
analisis dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala
!

I
(4) dupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan

I

persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh
I
I
dokumen lengkap.

I
I Pasal10
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(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada

atat (1)ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan di
I •atas materai.

(3) Siurat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada

a~at (2)merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil

ahalisis dampak lalu lintas.
I

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .harus
!
terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman,

I
dan infrastruktur dioperasikan.
I
I Pasal13
I

(1) lerhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang

B;tau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil
I

ahalisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam
I
~asal 12 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

I

(2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana
I
I

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring
I
dan evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
I

(3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)diketuai oleh instansi pembina di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta
I
beranggotakan unsur dari instansi pembina di bidang jalan

dan KepolisianNegara Republik Indonesia.

I
I Pasal14

Tim Imonitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3)mempunyai tugas:

I
I

a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap
I

pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas

b~ik pada masa kontruksi maupun operasional kegiatan
Iusaha;dan

b. m~lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan
I

atas persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas yang telah
I. Iditetapkan.

I
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melaksanakan kewajiban setelah berakhimya jangka waktu

Jeringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif

Jerupa penghentian sementara kegiatanj'pelayanan umum
I
selama 30 (tigapuluh) hari kalender.

I
(3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak

Jelaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu
!
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda

I
administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai
I
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau
I
pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (4).

I
(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal

I
pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan

pllUh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang

~tau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka

~ersetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau!
i

!

.1

puluh) hari kalender.
(2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak

1

(I) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana
!

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)huruf a dikenai sebanyak
I
3, (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga,

,
I
i Pasal 15

I
t1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar

I
pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam

P~Sal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi

izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
I
iundangan.
I

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I]
Iberupa:

al peringatan tertulis;
I

b;.penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;

cl denda administratif; dan/ atau

dl. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas
I
I dari/ atau perizinan berusaha.

I
I Pasal16I
!
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DoIdtmen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya
I

pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan

ling~ungan hidup yang telah mencakup analisis dampak lalu

lintab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d
I

disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan
I

perurdang-Undangant'

Pasal18

ci rencana induk terminal; dan

d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau

I upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya

pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup

analisis dampak lalu lintas.

a. rancang bangun;
!
b, buku kerja rancang bangun;

,

i,
(1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun penumpang,

I

p,erpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan

abgkutan orang pada lokasi tertentu dapat dibangun
!
terminal penumpang.

(2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan terminal

~enumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
!
disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.

!
(3) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)harus dilengkapi dengan:
I
i

Pasal17

I BAB III
I

DARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
!

-14-I
I

I ..perizman berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
I
dibatalkan.
I
!

, .



Perizinan berusaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
I

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

und~ngan me7enai penyelenggaraan Perizinan Berusaha
b b l . isiker aSISnSI o.

i

I

Pasa121

KETENTUAN PENUTUP

BABV

Pasal20

IPada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perizman
I

!
berusaha yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan

I
berakhimya perizinan berusaha tersebut.

!

KETENTUAN PERALIHAN

I Pasa! 19

Ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha yang diatur dalam
I

Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi pelaku usahaj pihak

yanJ telah mendapatkan perizinan berusaha sebelum Peraturan
I

Bupati InI berlaku, kecuali ketentuan tersebut lebih
I

menguntungkan bagi pemegang Perizinan Berusaha dimaksud.
i

BABIV
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iI Pasa122
i

Peratnran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
I

Agar I setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

I
dalarn Berita Daerah Kabupaten Bombana.

I
I
I
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